Faculty of Education

Journal of Innovative and Creativity University of Pahlawan Tuanku Tambusai
Journal Homepage: https://joecy.otg/index.php/joecy IISSSSS 2297225:77(1»)(( ((I?rﬁizz))
e-mail: journaljoecy(@gmail.com 5 (3) 2025, paée; 27619-27631

Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan
Hukum Positif di Indonesia: Studi Kasus Aceh

Asniah', Stri Andayani binti Mahdi Yusuf®
'Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya, Indonesia

2 . . . .
Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia
Corresponding Author: Asniah, e-mail: asnimira@gmail.com

Published: Oktober, 2025

ABSTRACT

Child marriage is a socio-legal phenomenon that is still prevalent in Indonesia, particularly in Aceh, despite national
regulations setting a minimum age for marriage. This article aims to analyze child marriage from the perspective of
Islamic family law and positive law, as well as to examine how this practice occurs in Aceh, which has specific
characteristics in the application of Islamic law. This study uses a normative legal method with a legislative, conceptual,
and socio-legal approach, accompanied by a review of literature and empirical data from court reports. The results of
the study show that classical Islamic law does not explicitly set a minimum age for marriage, but through the maqashid
al-syati'ah approach, it can be understood that preventing child marriage is part of efforts to preserve offspring (hifz al-
nasl) and protect children. On the other hand, Indonesian positive law through Law No. 16 of 2019 sets a minimum age
of 19 for both men and women, but its implementation in Aceh faces challenges in the form of local culture, customary
authority, and low legal literacy among the community. The widespread practice of marriage dispensations in the Aceh
Religious Court shows a gap between formal regulations and the living law embraced by the community. This article
emphasizes that the harmonization of Islamic law, positive law, and customary law in Aceh must be carried out through
a comprehensive approach involving religious scholars, the government, educational institutions, and civil society.
Preventing child marriage is not only a legal requirement but also part of the Sharia's mission to protect the younger
generation as the nation's asset.
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PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan fenomena yang hingea saat ini masih menjadi persoalan serius
dalam hukum keluarga di Indonesia (Holid, 2024). Praktik perkawinan yang dilakukan oleh anak di
bawah umur tidak hanya menimbulkan problem sosial, tetapi juga persoalan hukum yang kompleks.
Dalam konteks hukum Islam, perkawinan anak sering kali diperdebatkan karena adanya perbedaan
penafsiran mengenai batas usia baligh dan kematangan seseorang untuk menikah (Fadhilla, 2023).
Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, terutama setelah revisi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan ditetapkan
minimum 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perbedaan ini sering menimbulkan diskursus
panjang antara otoritas agama, lembaga hukum, dan Masyarakat (Hadi et al., 2025).

Indonesia termasuk negara dengan angka perkawinan anak yang relatif tingei di kawasan
Asia Tenggara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, sekitar 8,06% perempuan
berusia 20—24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun (Tiawan, 2021). Fenomena ini menunjukkan
bahwa meskipun regulasi nasional telah mengatur batas minimal usia perkawinan, praktik
perkawinan anak masih berlangsung secara luas. Angka ini tentu mengkhawatirtkan karena
berdampak pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan masa depan anak. Hal ini juga menimbulkan
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dilema hukum, khususnya ketika praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial maupun religius
(Miftah & Putra, 2023).

Kondisi yang lebih menarik dapat ditemukan di Aceh, sebuah daerah dengan status
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama karena penerapan syariat Islam
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Auliani et al.,
2022). Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan sosial dan keluarga melalui Qanun-
Qanun Syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut (Djawas & Hani, 2018). Dalam konteks
perkawinan, Aceh tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perkawinan nasional dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI), tetapi juga pada regulasi daerah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip
syariat. Hal ini menjadikan Aceh sebagai contoh menarik dalam melihat bagaimana hukum Islam,
hukum positif, dan kearifan lokal bersinggungan (Devy & Mirdawati, 2018).

Fenomena perkawinan anak di Aceh masih menjadi persoalan yang cukup serius (Rizki,
2018). Data BPS Aceh tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di provinsi ini
masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, yaitu sekitar 11%. Faktor sosial, budaya,
dan ekonomi menjadi penyebab utama praktik perkawinan anak di Aceh, di samping pemahaman
masyarakat yang masih melihat pernikahan dini sebagai solusi atas pergaulan bebas, kemiskinan, atau
tradisi adat yang mengakar (Rahmi, 2024). Realitas ini menjadi problematika ketika dihadapkan pada
kebijakan pemerintah yang berupaya menekan angka perkawinan anak, termasuk melalui program
pencegahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh (Husni et
al.,, 2021).

Hukum Islam sendiri tidak menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, melainkan
menekankan kesiapan fisik, psikologis, dan finansial seseorang (Herlinda et al., 2025). Dalam
literatur fikih klasik, ulama berbeda pendapat mengenai batasan usia baligh dan kematangan
seseorang untuk menikah (Sebriyani, 2023). Beberapa ulama mazhab Syafi’i misalnya, berpendapat
bahwa seorang anak perempuan dapat dinikahkan setelah mencapai baligh, yang biasanya ditandai
dengan menstruasi pertama. Sementara itu, dalam magqashid al-syari‘ah, pernikahan diharapkan
mampu mewujudkan kemaslahatan, melindungi keturunan (bifz al-nasl), dan menjaga martabat
manusia (Hanapi & Juismaidar, 2024).

Hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas
mengatur bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun (Riadi,
2024). Penetapan usia ini diharapkan dapat menekan praktik perkawinan anak serta mencegah
dampak negatif yang timbul dari pernikahan dini (Samad, 2021). Namun, dalam praktiknya, masih
banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan adat,
agama, maupun kondisi sosial ekonomi tertentu. Fenomena ini juga terjadi di Aceh, di mana
permohonan dispensasi perkawinan anak masih tinggi (Akbar et al., 2022).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum yang mengkodifikasi hukum
keluarga Islam di Indonesia juga mengatur tentang usia perkawinan. Pasal 15 ayat (1) KHI
menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun bagi
pihak perempuan (Hayati, 2019). Namun ketentuan ini mengalami perubahan seiring dengan adanya
revisi undang-undang perkawinan, sehingga terjadi perbedaan norma yang menimbulkan perdebatan
di kalangan praktisi hukum dan masyarakat (Devy & Rizqi, 2018).

Aceh sebagai daerah dengan kekhususan hukum juga memiliki aturan terkait perkawinan
dalam Qanun. Meskipun Qanun di Aceh banyak mengatur tentang jinayat, muamalah, dan
kehidupan sosial, dalam praktiknya, perkara perkawinan tetap diselesaikan melalui Pengadilan
Agama yang mengacu pada hukum nasional dan KHI (Alfariszi & Ahsan, 2024). Namun, kehadiran
ulama dan lembaga adat Aceh seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan peran tuha peut
di gampong sering kali memberikan legitimasi sosial keagamaan bagi praktik perkawinan anak. Hal
ini menjadikan Aceh sebagai wilayah yang unik dalam studi perkawinan anak karena adanya interaksi
antara hukum negara, hukum Islam, dan norma adat (Naja & Muhammad, 2024).

Dari sisi sosial, perkawinan anak di Aceh sering dipandang sebagai upaya untuk menjaga
kehormatan keluarga dan menghindarkan anak dari perbuatan zina (Zahra et al., 2023). Pandangan
ini berangkat dari nilai-nilai religiusitas masyarakat Aceh yang sangat tinggi. Akan tetapi, praktik ini

27620 | Joutnal of Innovative and Creativity , 5(3) 2025



sering mengabaikan aspek kesehatan, pendidikan, dan kesiapan psikologis anak. Banyak kasus
perceraian dini di Aceh terjadi karena pasangan suami-istri yang menikah di usia muda tidak mampu
menghadapi persoalan rumah tangga secara dewasa (Husna, 2019).

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention
on the Rights of the Child) dan target Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan
penghapusan praktik perkawinan anak (Noviana et al., 2025). Oleh karena itu, praktik perkawinan
anak di Aceh dan daerah lain menjadi sorotan, mengingat bertentangan dengan komitmen
internasional yang telah disepakati. Hal ini semakin menguatkan urgensi penelitian tentang
sinkronisasi hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan hukum khusus di Aceh dalam menyikapi
praktik perkawinan anak (Mahmud et al., 2024).

Penelitian tentang perkawinan anak di Aceh juga penting karena dapat memberikan
gambaran tentang bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam konteks masyarakat yang sangat
religius dan memiliki otonomi khusus. Diskursus ini tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu
hukum keluarga Islam, tetapi juga penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam
menekan angka perkawinan anak di Aceh. Dengan mengkaji perspektif hukum Islam, hukum positif,
dan praktik lokal di Aceh, penelitian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan
anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada
fenomena yang terjadi di Aceh. Kajian ini akan mengeksplorasi norma hukum Islam, regulasi
nasional, serta implementasi di Aceh, untuk memahami sejauh mana sinkronisasi maupun
disharmoni antara hukum agama, hukum negara, dan realitas sosial di lapangan. Dengan demikian,
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam upaya
pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak di Aceh dan Indonesia pada
umumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan
yang tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum Islam yang
berlaku, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik sosial di masyarakat (Sugiyono, 2013).
Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji teks-teks hukum, seperti Al-Qur’an, hadis,
pendapat ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta
peraturan-peraturan khusus yang berlaku di Aceh seperti Qanun Syariat Islam. Sementara
pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas perkawinan anak yang masih terjadi di Aceh,
meskipun terdapat aturan hukum yang melarang praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana, 2020).
Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama kajian adalah pada pemahaman mendalam mengenai
fenomena sosial dan hukum, bukan sekadar angka-angka statistik. Melalui pendekatan ini, penelitian
diharapkan mampu menggambarkan secara rinci bagaimana regulasi hukum Islam dan hukum
positif diterapkan dalam konteks perkawinan anak di Aceh, serta bagaimana respon masyarakat,
lembaga peradilan, dan tokoh agama terhadap fenomena tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Moleong, 2017).
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama di Aceh,
pejabat Dinas Syariat Islam Aceh, tokoh ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, serta
masyarakat yang terlibat dalam praktik perkawinan anak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen resmi pemerintah
dan lembaga internasional yang relevan dengan isu perkawinan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam
(Muhaimin, 2020). Studi pustaka dilakukan untuk menelusuri dasar hukum, baik dalam perspektif
syariah maupun hukum positif, yang terkait dengan perkawinan anak. Wawancara dilakukan secara
purposive kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung
mengenai praktik perkawinan anak di Aceh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan
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pendekatan hermeneutik hukum untuk memahami makna teks hukum, serta analisis komparatif
guna membandingkan ketentuan hukum Islam, hukum nasional, dan hukum daerah di Aceh.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode (Jhon W Creswell, 2010).
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak,
baik hakim, tokoh agama, maupun masyarakat (Miles & Huberman, 1994). Sedangkan triangulasi
metode dilakukan dengan memadukan studi pustaka, analisis dokumen, dan wawancara lapangan.
Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Selanjutnya, hasil analisis data akan dituangkan dalam bentuk deskripsi sistematis, yang
menggambarkan hubungan antara hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta praktik perkawinan
anak di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan Anak

Dalam literatur hukum Islam, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting untuk
menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, dan menata kehidupan sosial. Namun, mengenai usia
perkawinan, Al-Qur’an maupun hadis tidak memberikan batasan angka secara eksplisit. Yang lebih
ditekankan adalah kesiapan seseorang untuk menikah, baik secara fisik, mental, maupun sosial.
Ulama klasik sering kali merujuk pada tanda-tanda baligh sebagai indikator kesiapan menikah.
Misalnya, menurut mazhab Syafi’i, seorang anak perempuan dianggap baligh ketika mengalami
menstruasi pertama, yang bisa terjadi pada usia 9-15 tahun. Pemahaman ini sering dijadikan dasar
oleh sebagian masyarakat muslim untuk melegitimasi praktik perkawinan anak, meskipun konteks
sosial dan kesehatan saat ini sangat berbeda dengan era klasik.

Selain itu, sebagian ulama juga menegaskan bahwa wali memiliki hak untuk menikahkan anak
perempuannya yang masih kecil dengan syarat pernikahan itu membawa kemaslahatan. Pandangan
ini berangkat dari contoh pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra. yang pada sebagian
riwayat disebutkan masih berusia sangat muda. Namun, tafsir hadis tersebut kini menjadi perdebatan
serius. Banyak ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, menekankan bahwa pernikahan anak
di masa lalu harus dipahami dalam konteks sosial saat itu, dan tidak bisa dijadikan justifikasi untuk
kondisi masyarakat modern. Oleh sebab itu, dalam perspektif hukum Islam yang lebih kontekstual,
perkawinan anak sebaiknya dihindari karena lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat.

Fakta bahwa hukum Islam tidak memberikan angka baku mengenai usia perkawinan justru
membuka ruang ijtthad. Para fuqaha kontemporer kemudian berusaha melakukan reinterpretasi
terthadap nash agar lebih relevan dengan kondisi zaman. Salah satu pendekatan yang digunakan
adalah maslabah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dalam
konteks ini, perkawinan anak yang sering berakhir pada perceraian dini, putus sekolah, serta
permasalahan kesehatan reproduksi dianggap bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dengan
demikian, pembatasan usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat, melainkan merupakan
bentuk perlindungan terhadap anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam klasik memang
ada ruang yang membolehkan perkawinan anak, tetapi dalam konteks kekinian, banyak ulama dan
cendekiawan muslim menolak praktik tersebut dengan merujuk pada maqashid al-syari‘ah. Oleh
karena itu, pandangan hukum Islam tentang perkawinan anak harus dilihat secara dinamis, bukan
statis. Di Aceh, masyarakat yang religius sering merujuk pada fikih klasik untuk melegitimasi praktik
perkawinan anak, namun tidak sedikit pula tokoh agama yang mulai menekankan pentingnya
kemaslahatan dengan menolak perkawinan anak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma
dalam memahami hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman.

Prinsip Maqashid al-Syari‘ah dalam Konteks Perkawinan Anak

Magqashid al-syari‘ah atau tujuan-tujuan pokok syariat Islam merupakan landasan normatif
yang sangat penting dalam menilai praktik perkawinan anak. Lima tujuan pokok syariat (a/-dbaruriyyat
al-khamsah) adalah menjaga agama (bify al-din), menjaga jiwa (hify al-nafs), menjaga akal (bifz al-‘agl),
menjaga keturunan (bify al-nasl), dan menjaga harta (bifz al-mal). Dalam konteks perkawinan anak,
prinsip maqashid dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik tersebut membawa manfaat
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atau justru mudarat. Misalnya, jika perkawinan anak berpotensi membahayakan kesehatan jiwa dan
tubuh anak, maka jelas bertentangan dengan hifz al-nafs. Demikian juga, jika menghambat pendidikan
dan perkembangan intelektual, maka melanggar hifz al-‘aql.

Dari perspektif hifz al-nasl, perkawinan anak menimbulkan risiko serius terhadap kualitas
keturunan. Anak perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko tinggi melahirkan bayi
dengan gizi buruk, stunting, bahkan angka kematian ibu melahirkan lebih tinggi. Data WHO
menunjukkan bahwa kehamilan di usia anak meningkatkan risiko komplikasi medis yang dapat
mengancam keselamatan ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak bukan
hanya melanggar hak anak, tetapi juga bertentangan dengan maqashid al-syari‘ah yang menekankan
perlindungan keturunan. Oleh sebab itu, pembatasan usia perkawinan selaras dengan prinsip
menjaga generasi masa depan agar lebih berkualitas.

Selain itu, maqashid al-syari‘ah juga menekankan perlunya keadilan dan kemaslahatan dalam
setiap aturan hukum. Imam al-Syatibi dalam a/-Muwuwafagat menegaskan bahwa syariat bertujuan
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika suatu praktik lebih
banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, maka ia tidak sejalan dengan syariat. Dalam
konteks Aceh, meskipun sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan anak sebagai upaya
menjaga kehormatan (%dh), kenyataannya praktik ini lebih banyak menimbulkan masalah baru,
seperti perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan struktural. Dari sudut
maqashid, kondisi ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, pendekatan maqashid al-syariah memberikan legitimasi normatif yang
kuat untuk menolak perkawinan anak. Pendekatan ini relevan diterapkan di Aceh yang
masyarakatnya religius dan menjunjung tinggi syariat Islam. Dengan menekankan maqashid, ulama,
akademisi, dan pembuat kebijakan dapat memberikan argumen teologis sekaligus rasional kepada
masyarakat bahwa pembatasan usia perkawinan bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat,
melainkan cara untuk menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, perspektif maqashid dapat
dijadikan titik temu antara hukum Islam, hukum positif, dan kebutuhan sosial di Aceh dalam rangka
menekan angka perkawinan anak.

Hukum Positif Indonesia tentang Perkawinan Anak

Hukum positif di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan terkait batas usia
perkawinan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan
usia minimal menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Ketentuan ini
kemudian dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta
petlindungan hak anak. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan melanggar hak konstitusional
warga negara, khususnya hak anak perempuan untuk memperoleh perlindungan yang sama di
hadapan hukum. Putusan ini menjadi dasar perubahan regulasi yang dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun baik
bagi laki-laki maupun perempuan.

Dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, negara berupaya melindungi anak-anak
dari praktik perkawinan dini yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka. Aturan ini
sejalan dengan berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Regulasi ini tidak hanya menekankan
kesetaraan, tetapi juga mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Dengan demikian, hukum positif Indonesia semakin mendekati standar internasional dalam
melindungi hak-hak anak dan mencegah praktik perkawinan anak.

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia masih memberikan celah terjadinya
perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi kawin. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memberikan
kewenangan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk memberikan izin kawin bagi
calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal, dengan alasan-alasan tertentu. Di Aceh,
praktik dispensasi ini cukup tinggi. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ratusan permohonan dispensasi kawin setiap tahun
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dikabulkan oleh Pengadilan Agama di berbagai kabupaten/kota Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun secara normatif hukum positif telah membatasi usia perkawinan, secara empiris praktik
perkawinan anak masih berlangsung melalui jalur hukum.

Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia dapat dikatakan sudah progresif secara regulatif,
tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Regulasi yang baik perlu diimbangi dengan
kesadaran masyarakat, edukasi, serta pengawasan yang ketat. Di Aceh, regulasi nasional sering
berbenturan dengan norma adat dan pemahaman keagamaan masyarakat yang lebih permisif
terthadap perkawinan anak. Oleh karena itu, keberhasilan hukum positif dalam menekan angka
perkawinan anak tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada kemampuan
negara untuk mengharmoniskan hukum dengan nilai sosial dan keagamaan masyarakat lokal.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Disharmoni Hukum

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum yang sangat penting
dalam praktik peradilan agama di Indonesia. KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 dan berfungsi sebagai pedoman hukum keluarga Islam bagi hakim di lingkungan
peradilan agama. Dalam KHI, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya boleh
dilakukan jika calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi
perempuan. Ketentuan ini sejak awal dianggap memberikan ruang bagi perkawinan anak karena
batas usia perempuan masih di bawah 18 tahun, yang dalam standar internasional sudah masuk
kategori anak.

Seiring dengan perubahan regulasi nasional melalui UU No. 16 Tahun 2019, ketentuan
dalam KHI menjadi tidak selaras. KHI yang masih mencantumkan usia minimal 16 tahun bagi
perempuan kini tidak lagi relevan secara hukum. Secara asas, lex posterior derogat legi priori menyatakan
bahwa undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang lama. Artinya, hakim di
pengadilan agama harus mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya,
disharmoni norma ini sering menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat, karena sebagian
masih berpegang pada KHI sebagai pedoman hukum Islam yang sah.

Di Aceh, persoalan disharmoni ini semakin kompleks. Sebagai daerah yang menerapkan
syariat Islam, banyak masyarakat lebih mengenal dan menggunakan KHI sebagai rujukan normatif
dalam hukum keluarga. Walaupun Pengadilan Agama tetap mengacu pada UU terbaru, peran KHI
di tingkat masyarakat tidak dapat diabaikan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih menerima
argumentasi hukum berbasis KHI karena dianggap lebih islami dan sesuai dengan syariat, meskipun
secara hukum positif sudah tidak berlaku sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang
antara hukum tertulis negara dengan hukum yang hidup (/ving law) di masyarakat Aceh.

Dengan demikian, disharmoni antara KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 perlu segera
diselesaikan agar tidak menimbulkan dualisme hukum. Harmonisasi hukum sangat penting,
khususnya di Aceh yang masyarakatnya religius dan sangat menghormati otoritas agama. Salah satu
langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan revisi KHI agar sejalan dengan UU terbaru,
sekaligus memberikan penjelasan teologis bahwa penetapan usia minimal 19 tahun adalah bagian
dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi melihat adanya
kontradiksi antara hukum Islam dan hukum positif, melainkan sebagai satu kesatuan yang
mendukung perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.

Fenomena Perkawinan Anak di Aceh

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam menunjukkan
fenomena yang cukup unik terkait perkawinan anak. Meskipun regulasi nasional telah memperketat
batas usia perkawinan, praktik perkawinan anak di Aceh masih relatif tinggi. Faktor utamanya adalah
kuatnya pengaruh budaya dan nilai religius yang berkembang di masyarakat. Dalam banyak kasus,
perkawinan anak dipandang sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika
seorang anak perempuan terlibat dalam hubungan dengan lawan jenis yang dianggap mencoreng
nama baik keluarga. Norma sosial ini menjadikan perkawinan anak sebagai pilihan yang dianggap
sah, meskipun secara hukum negara sudah ada pembatasan yang ketat.
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Selain faktor sosial budaya, faktor ekonomi juga berperan penting dalam tingginya angka
perkawinan anak di Aceh. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering kali menganggap
menikahkan anak sebagai jalan untuk mengurangi beban tanggungan keluarga. Hal ini sejalan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa angka perkawinan anak cenderung lebih
tingei di daerah dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi. Di Aceh, meskipun ada berbagai
program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, praktik perkawinan anak masih berlangsung
sebagai strategi bertahan hidup keluarga. Akibatnya, pernikahan dini justru memperkuat lingkaran
kemiskinan karena anak yang menikah muda cenderung tidak melanjutkan pendidikan dan memiliki
keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Dari perspektif keagamaan, sebagian masyarakat Aceh masith memaknai hukum Islam secara
tekstual. Mereka merujuk pada pandangan ulama klasik yang memperbolehkan perkawinan anak
dengan alasan anak dianggap sudah baligh. Pemahaman ini masih banyak dipegang oleh masyarakat
pedesaan yang kurang mendapatkan akses terhadap wacana kontemporer tentang maqashid al-
syari‘ah. Sebaliknya, ulama dan akademisi Aceh yang progresif mulai menyuarakan penolakan
terthadap perkawinan anak dengan menggunakan argumen maqashid dan perlindungan anak.
Namun, wacana ini belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas karena dianggap sebagai
interpretasi baru yang bertentangan dengan tradisi yang telah lama mengakar.

Dengan demikian, fenomena perkawinan anak di Aceh merupakan hasil interaksi kompleks
antara faktor budaya, ekonomi, dan agama. Tingginya angka perkawinan anak menunjukkan bahwa
regulasi hukum positif belum sepenuhnya efektif tanpa adanya pendekatan kultural dan religius yang
dapat diterima masyarakat. Untuk menekan angka perkawinan anak di Aceh, diperlukan strategi
holistik yang melibatkan tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan agar masyarakat
tidak hanya melihat hukum sebagai larangan formal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga
kemaslahatan anak dan generasi masa depan.

Peran Qanun Syariat Islam Aceh

Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, Aceh memiliki Qanun Syariat
Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga. Namun,
hingga saat ini Qanun Syariat Aceh belum secara tegas mengatur tentang batas usia perkawinan.
Mayoritas regulasi perkawinan di Aceh masih merujuk pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa
Qanun Syariat Islam belum mengambil peran signifikan dalam menyelesaikan masalah perkawinan
anak di Aceh. Padahal, jika qanun secara eksplisit mengatur usia minimal perkawinan, maka
legitimasi hukum syariat akan lebih kuat dalam menekan praktik perkawinan anak.

Ketiadaan aturan spesifik dalam Qanun mengenai batas usia perkawinan juga menunjukkan
adanya kesenjangan dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Di satu sisi, syariat ditegakkan secara
ketat pada aspek-aspek tertentu seperti khalwat, khamar, dan maisir, tetapi pada aspek perlindungan
anak melalui pencegahan perkawinan dini belum terlihat penguatan. Padahal, isu perkawinan anak
memiliki dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, seperti tingginya angka
perceraian, meningkatnya kasus kekerasan rumah tangga, serta rendahnya kualitas sumber daya
manusia. Kesenjangan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah Aceh agar penerapan syariat
tidak hanya fokus pada dimensi moralitas publik, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial.

Jika Qanun Syariat Islam Aceh diperkuat dengan ketentuan batas usia perkawinan, hal ini
akan memberikan legitimasi lebih besar bagi pengadilan agama dan tokoh agama dalam menolak
praktik perkawinan anak. Masyarakat Aceh cenderung lebih patuh terhadap aturan yang dilegitimasi
sebagai bagian dari syariat Islam. Oleh karena itu, pembaharuan qanun yang secara jelas melarang
perkawinan anak dapat menjadi solusi strategis untuk menekan angka perkawinan dini di Aceh.
Selain itu, qanun dapat dipadukan dengan program edukasi masyarakat tentang pentingnya
kesehatan reproduksi, pendidikan anak, dan perlindungan perempuan agar pemahaman masyarakat
lebih komprehensif.

Dengan demikian, peran Qanun Syariat Islam Aceh sangat strategis dalam upaya mencegah
perkawinan anak. Harmonisasi antara hukum nasional dan qanun daerah akan memperkuat
legitimasi hukum di mata masyarakat Aceh. Jika qanun secara tegas mengatur batas usia perkawinan
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sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019, maka akan tercipta keselarasan antara hukum negara dan
hukum syariat. Hal ini tidak hanya memperkuat upaya perlindungan anak, tetapi juga
memperlihatkan bahwa syariat Islam yang diterapkan di Aceh benar-benar sejalan dengan prinsip
maqashid al-syari‘ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan melindungi generasi muda dari
dampak negatif perkawinan dini.

Perbandingan Hukum Positif dan Syariat Islam di Aceh

Perbandingan antara hukum positif Indonesia dan syariat Islam di Aceh dalam isu
perkawinan anak menunjukkan adanya kesenjangan sekaligus peluang harmonisasi. Hukum positif
melalui UU No. 16 Tahun 2019 sudah menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-
laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Sementara itu, syariat Islam di
Aceh masih banyak dipahami secara tekstual dengan merujuk pada fikih klasik yang tidak
menentukan batas usia perkawinan, melainkan menekankan tanda-tanda baligh. Kesenjangan ini
membuat masyarakat Aceh berada di antara dua sistem hukum yang memiliki orientasi berbeda,
yaitu hukum nasional yang berbasis perlindungan anak, dan hukum Islam tradisional yang berbasis
teks dan adat.

Namun, jika ditinjau lebih dalam, sesungguhnya kedua sistem hukum tersebut dapat
dipertemukan melalui prinsip maqashid al-syariah. Hukum positif Indonesia yang menolak
perkawinan anak karena membahayakan keselamatan jiwa, kesehatan reproduksi, serta hak
pendidikan anak sebenarnya sejalan dengan maqashid yang menekankan perlindungan terhadap jiwa,
akal, dan keturunan. Dengan kata lain, meskipun hukum positif tidak menggunakan terminologi
keagamaan, substansi tujuannya selaras dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Jika perspektif ini
disosialisasikan secara intensif di Aceh, maka jurang antara hukum positif dan syariat dapat
dijembatani.

Dalam praktiknya, masyarakat Aceh sering kali lebih mengutamakan syariat Islam sebagai
pedoman hidup. Oleh sebab itu, penolakan terhadap perkawinan anak di Aceh akan lebih mudah
diterima apabila didasarkan pada argumen keagamaan. Para ulama, akademisi, dan pemerintah
daerah memiliki peran penting dalam menyampaikan bahwa hukum positif nasional bukanlah
ancaman terhadap syariat, melainkan instrumen untuk mewujudkan maqashid. Dengan pendekatan
ini, perbandingan hukum tidak lagi dilihat sebagai kontradiksi, melainkan sebagai peluang integrasi
nilai-nilai keislaman dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Aceh.

Dengan demikian, perbandingan hukum positif dan syariat Islam di Aceh dapat dipahami
sebagai sebuah dialektika yang dinamis. Perbedaan yang tampak di permukaan sebenarnya dapat
disatukan melalui kerangka maqashid al-syariah. Hal ini menegaskan bahwa regulasi nasional
mengenai usia perkawinan bukanlah bentuk sekularisasi hukum, melainkan langkah preventif untuk
melindungi generasi. Oleh karena itu, harmonisasi kedua sistem hukum ini sangat penting, terutama
di Aceh, agar praktik perkawinan anak dapat ditekan tanpa menimbulkan resistensi sosial yang
berlebihan.

Implikasi Sosial Hukum Perkawinan Anak di Aceh

Praktik perkawinan anak di Aceh memiliki implikasi sosial yang sangat luas, baik bagi
individu, keluarga, maupun masyarakat. Dari sisi individu, perkawinan anak sering kali menyebabkan
terputusnya pendidikan formal karena anak yang menikah jarang melanjutkan sekolah. Hal ini
berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Aceh, yang pada gilirannya menghambat
pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan
mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang secara psikologis untuk
menghadapi dinamika rumah tangga.

Dari sisi keluarga, perkawinan anak sering berujung pada perceraian dini. Data dari
Pengadilan Agama di Aceh menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab perceraian adalah
pernikahan pada usia yang terlalu muda. Anak yang belum matang secara emosional cenderung tidak
mampu menyelesaikan konflik rumah tangga secara dewasa, sehingga perceraian menjadi pilihan.
Kondisi ini bukan hanya merugikan pasangan yang bercerai, tetapi juga berdampak buruk bagi anak-
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anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Siklus ini kemudian melahirkan generasi yang rentan secara
sosial dan ekonomi.

Secara sosial, tingginya angka perkawinan anak di Aceh juga memperkuat lingkaran
kemiskinan. Anak yang menikah muda biasanya tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang
cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan mereka tetap berada dalam
kondisi ekonomi yang rentan, bahkan bergantung pada keluarga besar. Selain itu, beban sosial
semakin berat ketika angka kelahiran meningkat tanpa diimbangi dengan kualitas pendidikan dan
kesehatan. Dengan demikian, perkawinan anak bukan hanya persoalan individu, melainkan juga
masalah sosial struktural yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah Aceh.

Dari perspektif hukum, implikasi sosial perkawinan anak di Aceh menunjukkan pentingnya
harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariat. Regulasi yang melarang perkawinan anak perlu
diperkuat dengan pendekatan sosial dan religius agar lebih diterima masyarakat. Selain itu,
dibutuhkan kebijakan afirmatif yang mendukung anak-anak Aceh untuk melanjutkan pendidikan,
memperoleh keterampilan, serta mengakses layanan kesehatan reproduksi. Dengan langkah-langkah
ini, Aceh dapat memutus rantai perkawinan anak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya
manusia sesuai dengan visi pembangunan yang Islami dan berkeadilan.

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Aceh

Upaya pencegahan perkawinan anak di Aceh tidak dapat hanya mengandalkan regulasi
hukum positif, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Aceh telah
bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional, seperti UNICEF, untuk menekan angka
perkawinan anak melalui program pendidikan, kampanye kesadaran, serta peningkatan akses
kesehatan reproduksi. Namun, program-program ini seringkali menghadapi tantangan di lapangan
karena masyarakat lebih percaya pada otoritas keagamaan dibandingkan lembaga pemerintah atau
organisasi internasional. Oleh sebab itu, strategi pencegahan harus mengintegrasikan pendekatan
hukum, agama, dan budaya lokal agar lebih efektif.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat peran pendidikan formal dan
non-formal. Pendidikan memiliki dampak signifikan dalam mencegah perkawinan anak karena anak
yang bersekolah lebih lama cenderung menikah pada usia yang lebih dewasa. Program beasiswa,
penyediaan sekolah ramah anak, serta integrasi kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi berbasis
nilai Islam dapat menjadi langkah strategis. Di Aceh, hal ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi
antara Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dayah (pesantren) yang memiliki peran besar
dalam membentuk pemahaman masyarakat.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga sangat penting. Upaya pencegahan
perkawinan anak harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki
pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Mereka dapat menjadi agen perubahan dengan
menyampaikan pesan bahwa perkawinan anak tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam
Islam. Di beberapa kabupaten/kota Aceh, sudah ada inisiatif lokal berupa forum anak desa dan
kampung ramah anak yang bertujuan memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan, termasuk dalam isu pencegahan perkawinan anak.

Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak di Aceh membutuhkan pendekatan yang
komprehensif, mencakup aspek regulasi, pendidikan, kesehatan, dan budaya. Strategi yang hanya
menekankan pada pelarangan hukum tidak akan cukup tanpa adanya perubahan paradigma
masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi
masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak Aceh
dalam mengembangkan potensi mereka tanpa terjebak dalam praktik perkawinan dini.

Peran Ulama dan Lembaga Pendidikan dalam Menekan Perkawinan Anak

Ulama memiliki posisi yang sangat strategis dalam masyarakat Aceh, karena fatwa dan
pandangan mereka sering dijadikan rujukan utama oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran ulama
sangat penting dalam upaya menekan praktik perkawinan anak. Melalui khutbah, pengajian, dan
fatwa, ulama dapat memberikan pemahaman bahwa perkawinan anak tidak sejalan dengan maqashid
al-syari‘ah yang menekankan kemaslahatan. Jika ulama secara konsisten menyampaikan pesan bahwa
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pembatasan usia perkawinan adalah bagian dari perlindungan anak dan generasi, maka masyarakat
Aceh akan lebih mudah menerima regulasi hukum positif sebagai bagian dari implementasi syariat.

Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, juga memainkan peran penting
dalam pencegahan perkawinan anak. Sekolah dan dayah (pesantren) tidak hanya berfungsi sebagai
tempat transfer ilmu, tetapi juga sebagai arena pembentukan karakter dan nilai. Dengan
memasukkan isu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan hak anak ke dalam kurikulum
berbasis Islam, lembaga pendidikan dapat membekali anak-anak dengan pengetahuan dan sikap
kritis terhadap praktik perkawinan dini. Selain itu, guru dan teungku dayah dapat menjadi agen
perubahan dengan memberikan teladan serta dukungan moral kepada siswa untuk menunda
perkawinan hingga usia dewasa.

Sinergi antara ulama dan lembaga pendidikan menjadi kunci dalam menekan perkawinan
anak di Aceh. Jika keduanya bekerja sama, maka pesan tentang bahaya perkawinan anak akan
memiliki legitimasi religius sekaligus edukatif. Misalnya, ulama dapat memberikan landasan teologis
bahwa menunda perkawinan hingga anak siap secara fisik dan mental adalah bagian dari menjaga
kemaslahatan, sementara lembaga pendidikan dapat memperkuat pesan ini dengan data ilmiah
tentang dampak negatif perkawinan dini. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya
mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keyakinan religius yang mendukung upaya pencegahan.

Dengan demikian, ulama dan lembaga pendidikan berperan sebagai aktor kunci dalam
transformasi sosial terkait isu perkawinan anak di Aceh. Jika kedua institusi ini dapat bersinergi,
maka akan tercipta kesadaran kolektif di masyarakat bahwa perkawinan anak bukanlah solusi,
melainkan masalah yang harus dicegah bersama. Peran aktif ulama dan lembaga pendidikan juga
akan memperkuat legitimasi hukum positif di mata masyarakat, sehingga upaya menekan angka
perkawinan anak di Aceh dapat lebih berhasil dan berkelanjutan.

Tantangan Implementasi Regulasi di Aceh

Meskipun regulasi nasional telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, implementasi
aturan tersebut di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah
masih tingginya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Banyak orang
tua di Aceh tetap memilih menikahkan anak mereka meskipun belum cukup usia, dengan alasan
menjaga kehormatan keluarga atau menghindari perbuatan zina. Hakim Pengadilan Agama sering
kali dihadapkan pada dilema antara menolak permohonan dispensasi sesuai semangat UU No. 16
Tahun 2019 atau mengabulkannya karena pertimbangan sosial dan budaya masyarakat.

Selain tantangan dari aspek yuridis, terdapat pula hambatan dari aspek kultural dan
keagamaan. Sebagian masyarakat Aceh masih berpegang pada pemahaman fikih klasik yang tidak
membatasi usia perkawinan secara ketat. Pandangan ini diperkuat oleh otoritas orang tua dan tokoh
adat yang sering kali lebih dominan dibandingkan regulasi formal negara. Akibatnya, meskipun ada
larangan secara normatif, praktik perkawinan anak tetap berlangsung di masyarakat. Hal ini
menunjukkan adanya gap antara hukum positif yang tertulis dengan hukum yang hidup (Zving law)
dalam masyarakat Acch.

Tantangan lain muncul dari sisi sosialisasi dan edukasi hukum. Tidak semua masyarakat
Aceh memahami perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan. Minimnya literasi hukum
membuat sebagian orang tua masih merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
menyebutkan batas usia 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, kurangnya program penyuluhan
hukum yang menyentuh lapisan masyarakat desa menyebabkan informasi regulasi terbaru belum
sepenuhnya sampai ke akar rumput. Hal ini mengakibatkan peraturan hukum belum efektif dalam
mencegah praktik perkawinan anak.

Dengan demikian, tantangan implementasi regulasi di Aceh bersifat multidimensional,
meliputi aspek hukum, budaya, agama, dan literasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya menckan
angka perkawinan anak tidak cukup hanya mengandalkan regulasi hukum positif. Diperlukan
pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan melibatkan ulama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan
untuk memberikan legitimasi moral dan religius terhadap regulasi yang berlaku. Dengan langkah ini,
implementasi hukum di Aceh dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat
setempat.
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Perspektif Masa Depan Hukum Keluarga Islam dan Pencegahan Perkawinan Anak

Perspektif masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya di Aceh, harus
diarahkan pada upaya harmonisasi antara nilai syariat, hukum positif, dan kebutuhan sosial
masyarakat. Dinamika perkembangan masyarakat modern menuntut hukum keluarga Islam lebih
adaptif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk perlindungan anak. Konsep maqashid al-syari‘ah
dapat menjadi landasan utama dalam merekonstruksi pemahaman hukum Islam agar lebih
menekankan pada kemaslahatan umat. Dengan pendekatan maqashid, pembatasan usia perkawinan
dapat dipandang bukan sebagai penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai bentuk ijtthad modern
yang relevan dengan kondisi zaman.

Ke depan, perlu ada pembaruan regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (IKKHI) agar sejalan
dengan UU No. 16 Tahun 2019. Revisi KHI sangat penting agar tidak terjadi dualisme hukum yang
membingungkan masyarakat. Jika KHI diperbarui dengan menegaskan usia minimal perkawinan 19
tahun bagi laki-laki dan perempuan, maka peraturan tersebut akan lebih mudah diterima masyarakat
muslim karena bersumber dari produk hukum Islam resmi yang digunakan dalam peradilan agama.
Harmonisasi ini akan memperkuat sinergi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia,
termasuk di Aceh.

Selain pembaruan regulasi, peran ulama dan lembaga pendidikan akan semakin krusial dalam
membentuk opini publik. Ulama yang progresif dapat memberikan penjelasan teologis bahwa
pencegahan perkawinan anak adalah bagian dari menjaga kemaslahatan umat, sementara lembaga
pendidikan dapat menanamkan kesadaran hukum dan kesehatan reproduksi sejak dini. Sinergi ini
akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum sekaligus taat pada nilai-nilai Islam, sehingga
upaya mencegah perkawinan anak akan lebih berhasil.

Dengan demikian, masa depan hukum keluarga Islam dan pencegahan perkawinan anak di
Aceh bergantung pada kemampuan untuk menyatukan hukum positif dengan syariat Islam dalam
kerangka maqashid al-syari‘ah. Jika hal ini berhasil dilakukan, maka regulasi hukum tidak hanya akan
efektif secara normatif, tetapi juga mendapatkan legitimasi sosial dan religius. Aceh, dengan identitas
keislamannya yang kuat, memiliki potensi besar untuk menjadi model penerapan hukum keluarga
Islam yang modern, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai generasi penerus
bangsa.

KESIMPULAN

Perkawinan anak merupakan problematika serius dalam konteks hukum keluarga Islam dan
hukum positif di Indonesia, khususnya di Aceh. Meskipun hukum Islam memberikan ruang bagi
perbedaan interpretasi mengenai usia perkawinan, perkembangan pemikiran maqashid al-syari‘ah
menegaskan bahwa perlindungan anak, pemeliharaan keturunan, dan pencapaian kemaslahatan
harus menjadi prioritas utama. Dalam perspektif hukum positif, penetapan usia minimal 19 tahun
bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif yang
sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Konteks Aceh sebagai daerah dengan keistimewaan penerapan syariat Islam menampilkan
dinamika yang kompleks. Di satu sisi, Qanun syariat Islam dan budaya lokal masih memberikan
ruang interpretasi yang cenderung permisif terhadap praktik perkawinan anak. Di sisi lain, semangat
regulasi nasional mendorong pembatasan perkawinan untuk melindungi hak-hak anak. Disharmoni
ini menimbulkan problem implementasi hukum, yang tercermin dari masih tingginya permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Aceh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi regulasi di Aceh bersifat
multidimensional, meliputi faktor hukum, budaya, agama, dan literasi masyarakat. Minimnya
pemahaman masyarakat tentang aturan baru, serta dominasi nilai adat dan pandangan fikih klasik,
membuat praktik perkawinan anak masih sulit dicegah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini
tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum formal, melainkan harus disertai pendekatan
kultural, edukatif, dan religius.

Dengan mengedepankan prinsip maqashid al-syari‘ah, harmonisasi hukum Islam, hukum
positif, dan hukum adat Aceh menjadi keharusan. Pencegahan perkawinan anak sejalan dengan misi
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menjaga keturunan (bfz al-nas) dan melindungi masa depan generasi muda. Aceh berpotensi
menjadi model integrasi hukum Islam yang progresif apabila regulasi nasional, Kompilasi Hukum
Islam, dan Qanun Aceh mampu disinergikan secara konsisten, dengan dukungan ulama, lembaga
pendidikan, serta pemerintah daerah.
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